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KEMENKO-MARITIMAN. KEK Sorong. Zonasi.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

ZONASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengusulan pembentukan Kawasan

Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu
ditetapkan tentang peraturan zonasi sebagai syarat
pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Zonasi Kawasan

Ekonomi Khusus Sorong;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5186);
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan
Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11
Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan KEK;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN TENTANG ZONASI KAWASAN EKONOMI
KHUSUS SORONG.

Pasal 1
(1) Zonasi Kawasan Ekonomi Khusus Sorong meliputi:
a. pengertian peraturan zonasi;
b. fungsi dan manfaat peraturan zonasi;
c. materi peraturan zonasi, kriteria lokasi;
d. sistem dan tata guna lahan;
e. ketentuan pembagian blok; dan
f. peraturan teknis zonasi.
(2) Zonasi Kawasan Ekonomi Khusus Sorong tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 2
Zonasi Kawasan Ekonomi Khusus Sorong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan pengendalian
bagi pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi

Khusus Sorong.
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Pasal 3
Pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 meliputi pengaturan tentang:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);

o

Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
Koefisien Dasar Hijau (KDH);
Koefisien Wilayah Terbangun (KWT);

o o

Ketinggian Bangunan;
Jarak Bebas Samping (JBS); dan
g. Jarak Bebas Belakang (JBB).

=0

Pasal 5
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



